PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
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Gedung Menara Wijaya
Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 503/033/2022 tentang
Pembentukan Tim Teknis Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, namun
dikarenakan terdapat anggota Tim Teknis yang purna
tugas, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 503/033/2022 tentang
Pembentukan Tim Teknis Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, perlu
diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa . Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang
dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63573);



. Undang-Undang 13° Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13.Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

14.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Bidang Pariwisata (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);



KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
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Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
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. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
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. Tim yang bersangkutan.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4

18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2
Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 297);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Teknis Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi, verifikasi dan notifikasi
secara administratif perizinan; dan

b. membuat Berita Acara Tim Teknis Perizinan.

Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA, Tim Teknis bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2022.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Sekretaris Daerah Nomor 503/033/2022 tentang
Pembentukan Tim Teknis Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor
Tanggal : |

: £0% /286

AGUSTUL 2011

SUSUNAN TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah 1 Bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah 2 Memberikan nasehat dan
arahan terkait
pelaksanaan kegiatan.
3. | Kepala Dinas Penanaman Modal | Penanggung Bertanggung jawab
Dan Pelayanan Terpadu Satu |jawab terhadap seluruh kegiatan
Pintu Kabupaten Sukoharjo
4. | NANANG SYARIFUDIN, SH, MH | Ketua Bertanggung jawab atas
NIP. 19741016 199311 1 002 pelaksanaan kegiatan
Analis Kebijakan Ahli Madya
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo
5. | DWI SUSILORINI, ST Sekretaris Bertanggung jawab di
NIP. 19750426 200801 2 005 bidang kesekretariatan
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo
6. | YUSTINA ATI HIMAWANINGSIH, | Anggota Bertanggung jawab sesuai
S.Sos, M.H. bidang tugasnya
Analis Kebijakan Ahli Madya
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo
7. | SUTARMI, SKM.M.Si Anggota Bertanggung jawab sesuai

NIP. 19660610 198903 2 013

Kepala Bidang Sumber Daya
Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

bidang tugasnya

TAHUM 1027
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NO

NAMA /NIP/JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

KETERANGAN

=y

2

3

4

10.

11.

12,

13.

14.

SUYATMAN, AP. M.SI

NIP. 19750526 199412 1 002
Kepala Bidang Pengawasan,
Promosi dan Industri Kreatif dan
Standarisasi  Industri pada
Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sukoharjo

ENI IRAWATI, SH

NIP. 19671226 199403 2 005
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

SRI HASTUTI, S.E

NIP. 19751001 199803 2 006
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

JOKO SARJONO, SE

NIP. 19751027 201001 1 008
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

SUTARMI, SE.

NIP. 19730721 199803 2 006
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

RETNO

KUSUMOWATI, SE, MM

NIP. 19700114 199003 2 007
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

WENNI RAHMAWATI, S.Si

NIP. 19741024 200604 2 014
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya




8

NO

NAMA/NIP/JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

KETERANGAN

2

3

4

16.

17,

18.

19.

20,

21,

ESKA TRI AGUNG SUKOCO, SH
NIP. 19810304 200903 1 002
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

EKO SUWANTO, S.Sos

NIP. 19760807 199603 1 002
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

HARIYANTO, SH

NIP. 19650413 198803 1 014
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

KEMIS YULIANTO, SE

NIP. 19870715 201001 1 007
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

DWI WAHYUNI, SH

NIP. 19820620 200903 2 006
Analis Hukum Ahli Muda pada
Bagian Hukum  Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

SARI AGUNG NUGROHO, ST
NIP. 19741205 200501 1 008
Pengawas Lingkungan Hidup
Ahli Muda pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Sukoharjo

HERI
M.I.LKom
NIP. 19780103 200604 1 015
Adyatama Kepariwisataan dan
Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Sukoharjo

PRASETYO, S.Kom,

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya
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NO

NAMA/NIP/JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

KETERANGAN

2

3

4

23.

24.

25.

26.

27.

28.

SRIYONO, SE

NIP. 19700525 199103 1 008
Pengawas Koperasi Ahli Muda
pada Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

DRA. SITI FATMAH AWALUDIN,
M.Hum

NIP. 19680325 199710 2 002
Pengawas Perdagangan Ahli
Muda pada Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

EKO PRIH HARTANTO, SS.M.M
NIP. 19790212 200604 1 007
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Perhubungan

SRI PURWANI, SE

NIP. 19680102 198903 2 008
Perencana Muda pada Dinas
Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

NILA PAMULARSIH, SE

NIP. 19791101 200501 2 019
Bendahara Pengeluaran pada
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

NARLYSTA LAYUS PITALOKA,
A.Md.

NIP. 19970802 202012 2 014
Pranata Komputer pada Dinas
Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

AHZAN MIFTAHUDIN ZUHRI,
A.Md.Kom.

NIP. 19960922 202012 1 013
Pengolah Data Pelayanan pada
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya
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NO

NAMA/NIP/JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

KETERANGAN

2

3

4

30.

31.

TRISNAYANTI DWI LESTARI,
A.Md

NIP. 9910713 202012 2 019
Pengolah Data Pelayanan pada
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

ANNISA PALUPININGTYAS, S.
Ars.

NIP. 19970927 202012 2 033
Analis Bangunan dan
Permukiman pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sukoharjo

SUPARDI

NIP. 19660311 200701 1 027
Pelaksana pada Dinas
Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Anggota

Anggota

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
t KABUPATEN SUKOHARJO,
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